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o ¢. fidak setuju dengan prosedur partisipasi publik;

- tidak pernah ada tanggapan atas partisipasi publik yang disampaikan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 30
(tiga puluh) hari setelah kebijakan publik diumumkan.

G

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembuat kebijakan publik menerima
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan tanggapan
secara tertulis yang disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.

(4) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) publik tidak
menyampaikan keberatan, maka kebijakan publik yang ditetapkan dianggap
diterima. :

(5) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembuat
kebijakan publik tidak menyampaikan tanggapan, maka keberatan dianggap
diterima. :

Pasal 12

|Apabila publik tidak dapat menerima tanggapan yang diberikan oleh pembuat kebijakan
|publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), maka publik dapat
‘menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SANKS]|
Pasal 13

Pembuat kebijakan yang tidak melaksanakan ketentuan transparansi dan partisipasi
publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi
administratif oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. &

Pasal 14

Kebijakan Publik yang diterbitkan tanpa melalui proses transparansi dan partisipasi
publik, dapat dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIiI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

(1) Ketentuan yang mengatur tentang transparansi dan partisipasi publik dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang telah ditetapkan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Penyusunan prosedur dan mekanisme transparansi dan partisipasi publik di
lingkungan Badan Publik harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah
diundangkannya Peraturan Daerah ini.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Diundangkan di Bantul
pada tanggal | Ok}obc«* 2006

J]IDARTA, KD, MMA
ingkat I, IV/b )
NIP#490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR O TAHUN 2005
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR O 7 TAHUN 2005
TENTANG

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul
dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Peran serta masyarakat tersebut
dijamin dalam, bentuk antara lain mencari, memperoleh, dan memberikan data atau
informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan hak menyampaikan saran

dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan di Daerah

Sesuai dengan prinsip transparansi dalam demokrasi yang mengharuskan
penyelenggara pemerintahan membuka diri ternadap hak masyarakat, untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai
penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Negara, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai hak
dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan penyelenggara pemerintahan
secara seimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh dan’

menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Bantul dengan optimal.

Kebebasan menggunakan hak tersebut harus disertai dengan tanggung
jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya serta mentaati dan
menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta peraturan perundang-
undangan. Penggunaan hak secara bebas tanpa batas diyakini dapat mengganggu
kepentingan umum, sehingga penggunaan hak dallam ketentuan Peraturan Daerah

ini dimaksudkan untuk mendukung upaya terwujudnya sebuah pemerintahan yang
bersih dan bertanggung jawab.

Di sisi lain tanggung jawab pembuat kebijakan publik untuk berperilaku
transparan, partisipatif dan akuntabel dalam setiap menjalankan peran dan fungsinya,
dimaksudkan untuk mempercepat upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap
penyelenggara pemerintahan yang beberapa waktu yang lalu mengalami penurunan.
Perilaku transparan dan partisipatif serta akuntabel dalam setiap proses pengambilan
kebijakan publik di satu sisi memang disadari akan memakan waktu dan pikiran serta
biaya yang tidak kecil, namun di sisi lain akhirnya hasilnya akan sangat luar biasa
ketika tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan semakin

besar. Hal ini menandakan bahwa legitimasi publik terhadap penyelenggara
pemerintahan sudah optimal.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, dengan
maksud agar hal-hal yang bersifat teknis dapat diatur lebih lanjut oleh Bupati, DPRD,
Lurah dan BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan
perkembanaan keadaan dan dinamika masyarakat. Ketentuan teknis yang lebih rincii
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juga dimaksudkan untuk mempertegas agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan sudah dijamin
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga publik
memiliki kemerdekaan untuk menyampaikannya kepada pembuat
kebijakan publik.
Huruf e
Asas rasional, efektif dan efisien artinya jaminan adanya transparansi
dan partisipasi publik ini untuk memberikan keleluasaan peran publik
yang optimal. Asas _rasional mengandung arti bahwa apa yang
disampaikan adalah berdasarkan bukti yang nyata. Efektif dan efisien
mengandung arti bahwa dalam menyampaikan informasi publik
dengan cara sederhana, tepat waktu dan tepat sasaran.
Pasal 3
Tujuan dari transparansi dan partisipasi publik adalah untuk mengubah peran
aktif publik dalam menggunakan haknya, dan mengandung kewajiban bagi
penyelenggara pemerintahan untuk lebih transparan dalam mengelola
kewenangannya. Selama ini publik hanya menjadi obyek dari sebuah
kebijakan, akan berubah menjadi subyek dari kebijakan. Posisi menjadi
subyek dari sebuah kebijakan berarti ikut mempengaruhi dan menentukan
kearah mana kebijakan akan diputuskan.
Pasal 4
Beberapa kebijakan publik disebutkan dalam Pasal ini tidak dimaksudkan
untuk membatasi peran serta publik, namun lebih pada upaya untuk
memberikan arah yang jelas, bahwa kebijakan publik yang disebutkan dalam
Pasal ini sangat penting dan berkait dengan hak dan kewajiban publik.
Kebijakan publik tersebut juga menentukan arah Kabupaten Bantul ke depan.
kewajiban yang dibebankan kepada pembuat kebijakan publik juga
memberikan jaminan dan batasan bawha pembuat kebijakan publik tidak
akan keluar dari semangat transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun
kebijakan publik.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (7)
Hak dan kewajiban dalam transparansi dan partisipasi menempatkan
hak kepada publik dan kewajiban dari pembuat kebijakan publik. Hal
ini terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat kebijakan
publik yang harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Akan
tetapi yang terkait dengan publik merupakan hak sehingga dapal
dipergunakan ataupun tidak dipergunakan. .
Ayat (2)
Informasi kebijakan publik disampaikan dengan bahasa yang mudat
dipahami oleh publik. Mudah dipahami dalam arti bahwa bahasa dar
oy Aieamnaikan tidak terlalu sulit untuk dicerna oleh publik
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Informasi tersebut juga mudah untuk diakses/didapatkan oleh publik

Mekanisme penyampaian informasi, jenis-jenis informasi yang

disediakan dengan sendirinya akan menjadi kewajiban pembuat;

kebijakan publik untuk menyediakannya.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
meliputi pencatuman identitas yang jelas, maksud permintaan
informasi, serta permintaan informasi dilakukan oleh pihak-pihak
yang benar-benar berkepentingan terhadap informasi dimaksud.

Huruf b
Yan¢ dimaksud informasi publik belum waktunya untuk
diinformasikan adalah apabila berdasarkan pertimbangan badan
publik dan pembuat kebijakan publik, informasi publik dimaksud
apabila  diinformasikan dapat menimbulkan  keresahan
masyarakat, atau masih perlu dirahasiakan oleh badan publik
dan pembuat kebijakan publik. Hal tersebut disampaikan kepada
publik yang meminta informasi sebagai alasan belum dapat
dipenuhinya permintaan informasi yang bersangkutan.

Huruf ¢
Cukup jelas
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b :
Mekanisme peran serta publik dalam perumusan dan penetapan
kebijakan publik akan dilakukan sesuai dengan kondisi lokal yang ada.
Pembuat kebijakan publik juga berkewajiban untuk membuat
mekanisme yang mudah dipahami dan dicerna oleh publik.
Pasal 8 i
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Permintaan informasi harus secara tertulis, dan tidak boleh dengan
menggunakan media lisan, karena untuk meningkatkan budaya tulis
kepada publik serta pertanggungjawabannya jelas. Demikian juga
tanggapan yang diberikan oleh pembuat kebijakan publik harus
tertulis.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan transparansi dan partisipasi di
tingkat Desa akan diatur sendiri oleh masing-masing Desa karena
setiap desa memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Hal ini dalam
kerangka semangat otonomi desa, dimana desa merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
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Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pembatasan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan keberatan
bertujuan “intuk mengoptimalkan peran publik dalam mengawasi
kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan publik. Hal

ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap lahirnya
kebijakan publik.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Waktu 30 (tiga puluh) hari adalah waktu yang disediakan oleh
pembuat kebijakan publik untuk menunggu apakah ada keberatan dari
kebijakan yang dikeluarkan atau tidak. Pembatasan waktu ini juga
untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan publik yang
sudah ditetapkan.
Ayat (5)
Keberatan dari publik atas ditetapkannya kebijakan publik namun tidak
ada tanggapan dari pembuat kebijakan publik, maka. dengan
sendirinya keberatan tersebut diterima, dan materi keberatan akan
menjadi acuan baru atas kebijakan yang telah dikeluarkan. Keberatan
yang diterima bukan berarti menyebabkan suatu kebijakan publik yang
telah ditetapkan menjadi batal, karena batalnya suatu kebijakan publik
dilakukan dengan pembatalan oleh pembuat kebijakan publik itu
sendiri atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang yang lebih tinggi
: sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 12
Mekanisme yang disediakan dalam Peraturan Daerah ini bersifat umum,
apabila mekanisme yang ada telah dijalankan secara optimal, namun publik
masih merasa belum mendapat kepuasan atas tanggapan dari pembuat
kebijakan publik, maka keberatan dapat disampaikan pejabat yang
berwenang sebagai upaya pengawasan melekat (Waskat)
Pasal 13 _
Sanksi dalam Peraturan Daerah ini bersifat administratif, karena terkait
dengan mekanisme ketatanegaraan dari lahirnya sebuah kebijakan publik,
dan bukan merupakan sanksi pidana maupun perdata. Pelanggaran dari
pelaksanaan Peraturan Daerah ini berimplikasi pada penyelesaian
administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sanksi administrasi akan diberikan oleh pejabat yang berwenang, kepada
pejabat pembuat kebijakan publik yang tidak mengindahkan kewajiban
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik. Bentuk sanksi administrasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14
Upaya untuk membatalkan sebuah kebijakan publik yang proses
pembuatannya tidak mendasarkan Peraturan Daerah ini dapat dimohonkan
oleh publik dengan melakukan upaya pelaporan kepada pejabat yang

berwenang untuk membatalkan suatu kebijakan publik.
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

MOMOR C7 TAHUN 2005
TENTANG

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

yang transparan, akuntabel, aspiratif dan demokratis, perlu
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta
dalam setiap pengambilan kebijakan publik di Kabupaten Bantul;

. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

sebagaimana dimaksud huruf a, serta memenuhi tuntutan dinamika
perkembangan masyarakat di Kabupaten Bantul, perlu adanya

" transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Kabupaten Bantul;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan |
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor § Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4380);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor

NAT70N\-
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10.

11

12

13.

14.

15.

16.

vihdang-unaang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang' Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874):

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Uﬁdang-Undang Nomor 32 Tahun 2005
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4493);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438); !

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15
(Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat daiam Penyelenggaraan
Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
Peraturan  Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027)
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

18. Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Keuangan dan Protokoler Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

19. Peraturan Pemerintan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4417);

20. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 36);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 42);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001
tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001-2005
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 61); :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan .
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI

PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
KABUPATEN BANTUL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bantul;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah; :

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
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a.
b.

C.

10.

141

12

13.
14.

15.

16.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Desa adalah desa-desa di Kabupaten Bantul;

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan
Desa di Kabupaten Bantul;

Lurah Desa adalah Lurah Desa di Kabupaten Bantul;

Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa;

Penyelenggaraan pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan pemerintahan desz;

Publik adalah orang per-orang, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis,
profesional, fungsional dan badan hukum:;

Badan Publik adalah semua lembaga pembuat kebijakan publik, yang meliputi :
a. DPRD;

b. Pemerintah Daerah;

c. Badan Perwakilan Desz;

d. Pemerintah Desa;

Kebijakan publik adalah kebijakan yang diputuskan oleh Bupati, DPRD, Lurah, dan
BPD baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan DPRD,
Peraturan Desa, Keputusan Lurah, Keputusan BPD serta perjanjian dengan pihak
lain yang berimplikasi pada hak dan kewajiban publik;

Pembuat kebijakan publik adalah Bupati dan atau DPRD, Lurah dan atau BPD:
Informasi kebijakan publik adalah segala bentuk penyampaian dokumen kebijakan
publik yang dibuat dan diberikan oleh pembuat kebijakan publik untuk dapat
diakses oleh publik;_.

Transparansi adalah keadaan dimana publik dapat mengetahui proses perumusan
penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik;

Partisipasi publik adalah bentuk peran serta publik baik langsung maupun tidak
langsung, untuk memberikan pikiran dan pendapatnya dalam proses perumusan
penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik;

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

! Transparansi dan partisipasi publik berazaskan :

keterbukaan melalui informasi publik yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
kepatutan, dengan memperhatikan perlindungan hak azasi, pribadi, golongan, dan
rahasia negara;

fasilitasi, dengan memberikan informasi yang cepat, tepat waktu, murah dan
sederhana, kecuali informasi yang bersifat rahasia ‘berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

kemerdekaan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan atau tulisan yang
bertanggung jawab dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moral;

rasional, efektif dan efisien.

Pasal 3

Transparansi dan partisipasi publik bertujuan :

ar

meningkatkan daya tanggap badan publik dan pejabat pembuat kebijakan publik
akan makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan keputusan/kebijakan
publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan
partisipatif;

meningkatkan peran dan fungsi badan publik dalam mengemban amanat publik atas
penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif;
menciptakan suasana yang harmonis dan keterbukaan dalam setiap tahapan

penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik, untuk
membanatin nemerintahan vana haik heraih dan hernwihawa:
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4 meningkatkan peran serta dan tanggung jawab publik terhadap keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Desa;

e meningkatkan peran serta publik dalam menentukan arah masa depan
kehidupannya, sesuai dengan nilai budaya lokal maupun kebijakan daerah dan

nasional.

BAB Il
RUANG LINGKUP TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Bidang Transparansi dan Partisipasi Publik
Pasal 4

Transparansi dan partisipasi publik wajib dilakukan terhadap kebijakan publik yang

menyangkut materi sebagai berikut :

a. visi, misi, rencana strategis dan penyusunan program pembangunan daerah dan
desa;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan APBD desa;

c. tataruang daerah;
d. Peraturan Daerah dan Peraturan Desa yang mengatur hak dan kewajiban publik;

c. kebijakan publik lainnya yang mengatur hak dan kewajiban publik.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Kegiatan Transparansi dan Partisipasi Publik
Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan transparansi dan partisipasi publik meliputi seluruh kegiatan
proses perumusan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Dalam Transparansi Publik
Pasal 6

(1) Hak dan kewajiban dalam transparansi penyelenggaraan pemerintahan :
a. publik berhak mendapatkan informasi kebijakan publik yang dibutuhkan;

b badan publik dan pembuat kebijakan publik berkewajiban menyediakan
informasi kebijakan publik yang dibutuhkan oleh publik.

(2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, badan publik dan pembuat kebijakan publik menyampaikan informasi
kebijakan publik dengan bahasa dan cara yang mudah dipahami oleh publik.

(3) Badan publik dan pembuat kebijakan publik berhak menolak permintaan
informasi publik apabila :
a. permintaan informasi  publik  tidak disertai alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan;
b. permintaan informasi publik belum waktunya dapat diinformasikan;
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Dalam Partisipasi Publik
Pasal 7

Hak dan kewajiban dalam partisipasi publik :
a. publik berhak berperan serta dalam proses perumusan, penetapan, pelaksanaan,
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b

badan publik dan pembuat kebijakan publik berkewajiban menciptakan mekanisme
untuk memberikan kemudahan dan kesempatan bagi publik untuk berperan serta
dalam setiap perumusan dan penetapan kebijakan publik.

Pasal 8

Badan publik dan pembuat kebijakan publik berhak menolak partisipasi publik apabila

| tidak sesuai dengan visi dan misi kebijakan publik dan atau bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(1)

BAB V
TATA CARA TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK
Pasal 9

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada publik untuk dapat menyampaikan
pikiran dan pendapatnya pembuat kebijakan publik harus mengumumkan
mekanisme peran serta publik dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan
publik.

Mekanisme peran serta publik sebagaimana dimaksud ayat (1).adalah :

a. penyampaian konsep kebijakan publik yang akan dirumuskan dan ditetapkan
kepada publik; '

b. penyampaian jadual agenda perumusan dan pembahasan kebijakan publik,
peran serta publik serta bentuk media penyampaian aspirasi dari publik;

c. penetapan kebijakan publik; .

d. pengumuman kebijakan publik.

Setiap dokumen yang terkait dengan proses transparansi dan partisipasi publik

didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum.

Dokumen sebaga'imana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi :
a. konsep kebijakan publik dan final kebijakan publik yang sudah ditetapkan:;

b. publikasi, tata cara, tanggapan/pendapat publik, tanggapan pembuat kebijakan
publik, keberatan publik, dan notulensi pengambilan keputusan.

Pasal 10

Prosedur dan mekanisme teknis dalam proses transparansi dan partisipasi di
lingkungan Badan Publik ditetapkan oleh masing-masing pembuat kebijakan
publik.

Prosedur dan mekanisme proses tranparansi dan partisipasi di lingkungan
Pemerintah Desa diatur oleh Lurah sesuai dengan situasi, kondisi, asal usul Desa,
adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEBERATAN DAN PENGADUAN
Pasal 11

Publik dapat mengajukan keberatan kepada badan publik dan pembuat kebijakan

publik apabila :

a. adanya penolakan terhadap permintaan informasi publik tanpa disertai alasan
yang jelas;

b. tidak disediakannya informasi publik yang merupakan kewajiban pembuat
kebijakan publik;

c.-adanya pengenaan biaya yang tidak wajar;

d. tidak diberikan kesempatan menyampaikan partisipasi publik:




